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Pengantar

Simpul jaringan mengacu kepada Peraturan Presiden No. 85 tahun
2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional (saat ini dalam taraf
review ulang) adalah institusi yang bertanggung jawab dalam
penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaaan, pemutakhiran,

pertukaran, dan penyebarluasan data spasial tertentu.

Pembangunan simpul jaringan merupakan proses panjang yang perlu
difasilitasi melalui koordinasi, sosialisasi sosialisasi, pelatihan,
pengembangan kerjasama dan partisipasi serta dalam beberapa

lokasi mendapat bantuan peralatan langsung dari pusat.

Langkah awal dalam pembangunan simpul jaringan adalah membuat
perencanaan, sehingga modul pembangunan simpul jaringan
diperlukan bagi siapapun yang ingin menjadi pelaku perencanaan

pembangunan simpul jaringan.

Panduan umum pembangunan simpul jaringan ini berisi ketentuan-
ketentuan tentang pembangunan simpul jaringan, persyaratan dan
tahapan serta program dan kegiatan pada simpul jaringa. Panduan ini
dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan dan pembinaan
simpul jaringan dalam mendukung program Infrastruktur Informasi

Geopasial secaranasional

Tim Penyusun Panduan
Pusat Standardisasi dan kelembagaan Informasi geospasial
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PANDUAN UMUM
PEMBANGUNAN SIMPUL JARINGAN

|. Pendahuluan
1.1. Latar belakang

Simpul jaringan mengacu kepada Peraturan Presiden No. 85 tahun
2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional adalah institusi yang
bertanggung jawab dalam penyelenggaraan  pengumpulan,
pemeliharaaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan data
spasial tertentu. Institusi yang dimaksud meliputi kementerian negara
dan Lembaga Pemerintah Non Kemaenterian (K/L) serta daerah yang

melaksanakan tugas pemerintahan

Pembangunan simpul jaringan merupakan proses untuk mendorong
terwujudnya inisiatif penyediaan mekanisme akses dan tukarguna
data spasial antar institusi K/L/daerah yang terkoordinasi.
Pembangunan simpul jaringan juga diarahkan untuk memenuhi
kelengkapan sarana dan prasarana K/L/Daerah dalam menjalankan
fungsinya sebagai simpul jaringan dalam kerangka program

infrastruktur data spasial nasional (IDSN).

Beberapa komponen yang perlu diperhatikan secara bersamaan dan
saling terkait dalam proses pembangunan simpul jaringan yaitu a)
Kelembagaan; b) Peraturan dan Perundangundangan; c) Data
Utama; d) Teknologi; dan e) Sumber Daya Manusia. Kelima

komponen tersebut sering disebut dengan 5 komponen IDSN, yang
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perlu difasilitasi melalui koordinasi, sosialisasi, pelatihan,
pengembangan kerjasama dan partisipasi serta dalam beberapa

kasus bantuan peralatan langsung dari pusat.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial(Rakornas IG)
3 yang dilaksanakan tanggal 21 febuari 2013 telah disepakati

beberapa hal, diantaranya yaitu:

- Sepakat melakukan Revisi Perpres No. 85 Tahun 2007 dengan
menegaskan percepatan pembangunan dan pembinaan SJ,
yang mencakup: Penambahan simpul jaringan; Penganggaran
untuk membangun dan memelihara simpul; Mekanisme untuk
menambah simpul jaringan; dan Kewalidataan untuk masing-
masing layer IG

- Sepakat melakukan Percepatan Penyusunan/Pembaharuan
Peraturan Internal K/L, yang mencakup: Unit kliring; Tata
kelola data dan akses; dan Klasifikasi Akses Data

- bahwa Simpul Jaringan Pusat tidak terbatas pada instansi
pusat sesuai dengan Perpres 85/2007. Hal ini memungkinkan
tumbuhnya simpul pusat baru lainnya, dan yang lebih penting
adalah diperlukannya percepatan pembangunan simpul-simpul

jaringan baru, terutama pada level provinsi.

Sejak pertengahan 1990-an, inisiatif Infrastruktur Data Geospasial
atau lebih dikenal sebagai Infrastruktur Data Spasial (IDS) sudah
dikembangkan menjadi agenda nasional di lebih dari 100 negara.

Selain manfaat tukarguna data dan dari sisi ekonomi, dengan adanya
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IDS dan simpul jaringan kemungkinan untuk berbagi ongkos produksi

dan perawatan, serta berkurangnya redundansi data antar institusi

menjadi lebih mudah diwujudkan .

Latar belakang disusunnya panduan pembangunan simpul jaringan

adalah sebagai berikut :

Infrastrukur data spasial (IDS) telah menjadi program
pemerintah dan sudah menjadi kebutuhan bersama, dengan
melibatkan para pelaku utamanya yaitu terdiri dari unsur
pemerintah, swasta dan akademisi.

Para pelaku pembangunan IDS perlu mempunyai pemahaman
bersama dan pengetahuan yang cukup mengenai
penyelenggaraan informasi geospasial

Langkah awal dalam pembangunan IDS adalah membangun
simpul jaringan dan menyusun perencanaan untuk melengkapi
komponen utama program IDS

Mengingat perencanaan adalah tahap awal dari proses
manajemen, maka panduan ini menjadi penting untuk segera
dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan
pembangunan simpul jaringan dan sosialisasi pembangunan

simpul jaringan.

BIG
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1.2. Ruang Lingkup

Panduan umum pembangunan simpul jaringan ini berisi ketentuan-
ketentuan umum (overview) tentang pembangunan simpul jarin gan,
persyaratan dan tahapan serta program dan kegiatan pada simpul
jaringa. Panduan ini dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan
dan pembinaan simpul jaringan dalam mendukung program

Infrastruktur Informasi Geopasial secara nasional

1.3. Acuan / Dasar Hukum

- Undang-undang No 4 tahun 2011 tentang informasi Geospasial

- Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik

- Perpres no 85 tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial
Nasional

- Surat Keputusan Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non
Kementerian (LPNK) tentang Unit Kliring

- Surat Keputusan KepalaDaerah tentang Unit pengelolaan data
geospasial atau unit Kliring

- Panduan pembangunan simpul jaringan dan unit kliring, BIG

- Draft SOP pembangunan simpul jaringan BIG

BIG hal 8
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1.4. Konsep Dasar

1.4.1. Konsep Umum IDS

Proses akuisisi, penyediaan, penggunaan, tukarguna, akses dan
perawatan data geospasial merupakan kumpulan proses yang mahal
dan kompleks. Vi sdreated once, used many timeso d i duni a
geospasial mulai digemakan sejak akhir dekade 1970an, di mana
pada saat itu otoritas Badan Survei Pemetaan Nasional di berbagai
negara menghadapi masalah terkait minimnya koordinasi dan
standarisasi pengumpulan dan penggunaan data spasial. Koordinasi
dan standarisasi diperlukan untuk menekan biaya pekerjaan survei
pemetaan sehingga redundansi dan tumpang tindih yang tidak perlu
dapat dihindari. Tiga dekade kemudian, inisiatif ini dikenal sebagai

Infrastruktur Data G eospasial.

IDS merupakan sebuah usaha terkoordinasi untuk memfasilitasi
pencarian, tukarguna, berbagi dan pemanfaatan data (dan informasi
spasial) oleh para pengguna data spasial IDS diselenggarakan pada
level lokal, nasional, regional dan global untuk berbagai keperluan
misalnya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan
tatapamong pemerintahan melalui kesepakatan-kesepakatan dalam
pengaturan dan pemanfataan standar teknologi, kebijakan, dan

institusi yang kompeten.

IDS menyediakan mekanisme pengkoordinasian dan penatakelolaan
data spasial pada level nasional. Pengembangan IDS Nasional (IDSN)

paling tidak memerlukan empat komponen utama selain komponen

BIG hal 9
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sumberdaya manusia, yaitu: kebijakan, ketersediaan data dan
standar, teknologi dan pelayanan data. Tujuan praktis dari inisiatif
IDS adalah dicapainya efektivitas dan efisiensi pengumpulan, akses
dan pemanfaatan data spasial. Untuk mewujudkan tujuan ini harus

adanya pengaturan dan kebijakan.

Komponen fundamental lain yang menentukan eksistensi sebuah IDS
adalah ketersediaan data berikut standar. Standar adalah kaidah yang
dibakukan untuk mengatur aspek sintaks dan skematik komponen
data agar tercapai asas interoperabilitas di dalam realisasi tukarguna,
akses (misalnya dengan spesifikasi WFS {NVeb Feature Serviceg atau
WMS Web Map Serviceg) dan pemanfaatan data. Kaidah ini dapat
berupa standard metadata, spesifikasi servis atau pelayanan data

melalui web.

Komponen teknologi memegang peran yang tidak kalah penting, fitur

kunci keberlanjutan dan kesuksesan pengembangan etknologi adalah
adalah beroperasinya geoportal. Pelayanan atau servis di dalam IDS
berarti pemanfaatan internet sebagai medium untuk

mempublikasikan, mengakses serta menggunakan data. Secara
khusus terdapat empat jenis pelayanan di dalam IDS servis katalog
(pencarian, penelusuran dan publikasi), servis pemetaan (tukarguna

fitur dan citra), ser vis visualisasi, serta servis pemrosesan data.

Di antara komponen-komponen tersebut, geoportal dianggap sebagai
fitur kunci keberlanjutan dan kesuksesan sebuah IDS. Geoportal
adalah portal khusus yang berhubungan dengan layanan pencarian

dan penggunaan data spasial melalui media internet. Untuk

BIG hal 10



&Y' Panduan pembangunan Simpul jaringan| 2013

e
BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL
—

memfasilitasi pencarian data, setiap data yang disediakan oleh
penyedia data perlu memiliki metadata (data tentang data spasial).
Untuk memfasilitasi penggunaan data (khususnya data online), data
spasial yang terdaftar di geoportal dapat diakses menggunakan
beragam spesifikasi OpenGIS misalnya WFS dan WMS. Gambar 1
menggambarkan peran geoportal dan fungsi-fungsi yang terkait

dengannya untuk sebuah IDS.

Gambar 1. Peran geoportal pada IDS: memfasiltasi publikasi, pencarian,

penemuan dan penggunaan data spasial pada IDS Nasional

1.4.2. Wali data dan Pemilik Data

Dalam praktek tatakelola data (data governance) antara Walidata
(custodiar) dan pemilik (owner) bisa berbeda institusi. Pemilik data
adalah pihak yang pertama kali membuat dan menerbitkan data dan
secara umum bertanggung jawab terhadap isi dan kualitas dari data,
termasuk menyusun metadata. Hak kepemilikan adalah berada pada
si pemilik data. Walidata adalah simpul jaringan bertugas untuk

mengelola data termasuk —menyempurnakan isi dari metadata,

BIG hal 11
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memberlakukan standar penyebarluasan data sementara pemilik
data adalah pemegang copyright atas data, kecuali ditetapkan atau

diatur dalam kesepakatan antara pemilik dan walidata.

1.4.3. Konsep Lisensi

Lisensi adalah ijin untuk menyalin dan menggunakan data dan piranti
lunak. Lisensi biasanya dikemas dalam bentuk dokumen. Ragam
lisensi sangat beragam, untuk piranti lunak berbayar dikemas dalam

End User License Agreement

Pada software berbayar, meski hak menggunakan diperoleh oleh
pemakai/pembeli software, kepemilikan dari software tetap pada
pemilik/produser (copyright). Adapun pada piranti lunak opensource,
terdapat dua jenis lisensi. Lisensi yang sifatnya copyleft, yaitu
kebebasan dalam jumlah menyalin dan menggunakan, disamping
lisensi yang lebih terbatas (misalnya ada batasan jumlah berapa kali
menyalin dan memasang). Contoh keduanya masing-masing adalah

GNU General Public License dan GNU Lesser GPL.

Seperti halnya piranti lunak, lisensi untuk data ada yang bersifat
terbatas (copyrighted) serta data yang dapat digunakan secara
terbuka (dan gratis), misalnya dengan lisensi OdBL (Open Data

Commons Open Database Licensg

1.4.4. Open Government Data

Adalah inisiatif penyediaan beberapa data oleh instansi pemerintah

kepada publik dalam bentuk file atau basisdata atau gambar sehingga

BIG hal 12
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memungkinkan pengguna menyalin, mengolah dan menggunakan

data

1.5. Istilah dan Definisi

Infrastruktur Data

Spasial Nasional

Jaringan Data Spasial :

Nasional

Data Spasial /

Geospasial

Simpul Jaringan

suatu perangkat sistem manajemen

data spasial yang mencakup

suatu sistem penyelenggaraan
pengelolaan Data Spasial secara
bersama, tertib, terukur, terintegrasi
dan berkesinambungan serta

berdayaguna.

data hasil pengukuran, pencatatan,
dan pencitraan terhadap suatu unsur
keruangan yang berada di bawah,
pada, atau di atas permukaan bumi
dengan posisi keberadaannya mengacu

pada sistem koordinat nasional.

institusi  yang bertanggung jawab
dalam penyelenggaraan pengumpulan,
pemeliharaaan, pemutakhiran,
pertukaran, dan penyebarluasan data

spasial tertentu

BIG
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Penghubung Simpul : institusi yang menyelenggarakan

Jaringan pengintegrasian Simpul Jaringan secara
nasional.

Unit Kliring . salah satu unit kerja pada Simpul

Jaringan yang ditunjuk  sebagai
pelaksana pertukaran dan

penyebarluasan data spasial tertentu

Standar . suatu tingkatan kualitas  yang
dibakukan berdasarkan  konsensus
semua pihak terkait dengan
memperhatikan syarat-syarat tertentu,
serta berdasarkan pengalaman,
perkembangan masa kini dan masa
datang untuk memperoleh manfaat
yang sebesar-besarnya.

Metadata . informasi singkat atas data spasial
yang Dberisi identifikasi, kualitas,
organisasi, acuan, entitas, distribusi,

sitasi, waktu, dan acuan data.

Web service : suatu sistem perangkat lunak yang
dirancang untuk mendukung
interoperabilitas dan interaksi antar

sistem pada suatu jaringan
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Il. Panduan Pembangunan Simpul Jaringan

2.1. Kelembagaan

2.1.1. Struktur kelembagaan Simpul Jaringan

Simpul Jaringan bertugas menyelenggarakan IG berdasarkan tugas,
fungsi, dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas Simpul Jaringan

pimpinan Simpul Jaringan menetapkan:

1 Unit kerja yang melaksanakan pengumpulan, pengolahan,
penyimpanan, dan penggunaan DG dan IG (Unit Produksi);
dan

1 Unit kerja yang melaksanakan penyimpanan, pengamanan,

dan penyebarluasan DG dan IG (Unit Kliring).

Dalam hal Simpul Jaringan di Pemerintah Daerah, unit kerja yang
dimaksud adalah satuan kerja perangkat daerah yang ditetapkan oleh

pimpinan Pemerintah Daerah.
2.1.2. Unit Kliring (UK)

Unit kliring adalah unit kerja yang melaksanakan penyimpanan,
pengamanan, dan penyebarluasan DG dan IG. Selain itu unit Kliring

juga bertugas:

a. melakukan penyebarluasan |G yang diselenggarakannya
melalui jaringan IGN sesuai dengan prosedur operasional

standar dan pedoman teknis penyebarluasan IG;

BIG hal 15
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b. membangun, memelihara,dan menjamin keberlangsungan
sistem akses IG yang diselenggarakannya;dan

c. melakukan koordinasi dengan unit kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dalam penyimpanan,

pengamanan, dan penyebarluasan IG beserta metadatanya.

Dalam mengembangkan proses bisnis pada simpul jaringan, beberapa

hal sebagai berikut menjadi pertimbangan penting, antara lain:

- Mengutamakan proses yang terkontrol dan jelas dalam setiap
tahapan penyelenggaraan data dan informasi geospasial.

- Melaksanakan produksi data dan informasi geospasial dengan
menggunakan data yang jelas kualitasnya dan dapat
dipertanggungjawabkan.

- Melakukan dokumentasi yang sistematik dan terstruktur untuk
setiap proses penyelenggaraan IG.

- Menggunakan teknologi dijital untuk  melaksanakan
penyelenggaraan IG.

- Penyimpanan data dilakukan dalam repository tunggal untuk
menghindari pengelolaan dan pemeliharaan terhadap data
yang duplikatif.

- Pengelolaan data dilakukan oleh masingmasing produsen
(SKPD/Dinas/Pusat).

- Pengelolaan data dan informasi geospasial Dbersifat
transparent, kewenangan dan hak akses diatur secara
terpusat.

- Berbagi sumber daya (resources sharing) dalam

penyelenggaraan IG dalam simpul jaringan.
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2.1.3. Mekanisme kerja Simpul Jaringan (SJ)

Untuk mendorong ketersediaan IG yang dapat diakses dan
berkualitas, perlu untuk menetapkan kebijakan yang tepat baik
secara nasional, maupun di tingkat propinsi, kabupaten dan kota

melalui mekanisme :

- Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas)- 1G

- Rapat Koordinasi Daerah (Rakada) 1 1G

- Rapat Koordinasi Infrastruktur 1G

- Atau melalui pertemuan/diskusi dalam FGD (Focus Group
Discussion), dalam rangka sosialisasi, koordinasi maupun

bimbingan teknis.

Berdasarkan rekomendasi hasil Rakornas, Rakorda, Fora IDSNyang
bertujuan meningkatkan sinergi antara institusi yang terkait dalam
penyempurnaan kebijakan strategis, rencana strategis dan rencana
pembangunan tahunan instansi, mekanisme kerja simpul jaringan

diantaranya dimaksudkan untuk mendukung :

- penyusunan program kerja, kebijakan dan kesepakatan;

- peningkatan kemitraan institusional;

- koordinasi penyediaan data utama;

- pemasyarakatan dan pendayagunaan informasi data spasial;
- peningkatan kinerja lembaga yang bergerak di bidang IG;

- penetapan pembinaan data spasial; dan

- peningkatan kerjasama internasional;

BIG hal 17
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2.1.4. Penghubung Simpul Jaringan (PSJ)

Penghubung simpul jaringan adalah institusi yang menyelenggarakan
pengintegrasian simpul jaringan secara nasional. Melalui revisi
Perpres 85 tahun 2007 yang dalam waktu dekat akan disahkan,
penghubung simpul jaringan sebagaimana yang dimaksud dalam
peraturan presiden adalah Badan Informasi Geospasial (BIG).
Penghubung Simpul Jaringan (BIG) dibantu oleh Sekretariat Jaringan
IGN yang secara fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di

Badan Informasi Geospasial. Sekretariat Jaringan IGN bertugas

- mengoordinasikan penyiapan bahan kebijakan, program, dan
kegiatan Jaringan IGN; dan
- melaksanakan tugastugas kesekretariatan terkait dengan

Jaringan IGN.
Selanjutnya Penghubung Simpul Jaringanmelalui bertugas:

- mengintegrasikan simpul jaringan secara nasional

- menyebarluaskan IGD kepada seluruh Smpul Jaringan melalui
Jaringan IGN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan;

- membangun dan memelihara sistem akses Jaringan IGN pada
Penghubung Simpul Jaringan;

- memfasilitasi penyebarluasan 1G Simpul Jaringan melalui
Jaringan IGN;

- melakukan pembinaan kepada Simpul Jaringan;dan

- menyelenggarakan rapat koordinasi nasional di bidang

Jaringan IGN.
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Pembinaan kepada Simpul Jaringan dilakukan dengan:

- melakukan pengaturan dalam bentuk penerbitan pedoman,
standar, dan spesifikasi teknis terkait Jaringan IGN;

- memberikan bimbingan, supervisi, pendidikan, dan pelatihan;

- melakukan penelitian, pengembangan, pemantauan, dan

evaluasi Jaringan IGN.
2.1.5. Hubungan antara SJ, PSJ dan UK

Selain melaksanakan tugas tugas sesuai fungsinya SJ, PSJ dan UK
dapat membangun dan memelihara sistem akses Jaringan IGN
bekerjasama dengan Instansi Pemerintah khususnya Kementerian
terkait seperti Kementerian Kominfo, perguruan tinggi dalam hal

pemanfaatan yang lebih efisien dalam pengelolaan jaringan.

Peran Serta atau kemitraan dari berbagai pihak diatur dalam Pasal
13, dimana Simpul Jaringan dan Penghubung Simpul Jaringan dalam

melaksanakan tugasnya dapat mengikutsertakan setiap orang.

Peran serta Setiap Orang dalam Jaringan IGN dilakukan secara
bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Setiap orang dapat berperan serta dalam

Jaringan IGN. Peran serta tersebut dapat berupa:

- pemanfaatan data dan/atau IG yang tersedia di Jaringan IGN;

- penyampaian koreksi atau masukan terhadap data dan/atau 1G
yang tersedia di Jaringan IGN; dan/atau

- penyebarluasan data dan/atau IG yang diselenggarakannya

melalui Jaringan IGN.
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Dalam hal ini keterkaitan Perguruan Tinggi, Pusat Pengembangan
Inftrastruktur Data Spasial (PPIDS) yang terdapat pada universitas

merupakan mitra utama, khususnya dalam hal pengembangan IDSN.

Hubungan SJ, PSJK dan UKdapat dijelaskan secara ringkas sebagai
berikut (Gambar 2) fi setiap simpul jaringan terhubung secara online
kepada penghubung simpul jariangan dalam sistem jaringan data
spasial melalui unit kliring yang juga berfungsi sebagai gerbang akses

terhadap data dan informasi geospasiala

Gambar 2. Hubungan SJ, PSJ dan UK

Hubungan antara SJ, PSJ dan UKbisa dilihat dari mekanisme kerja
pencarian data, mekanisme kerja penyusunan metadata dan

mekanisme evaluasi data spasial (Gambar3, 4, dan 5)
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